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           USMAN ERMULANBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPA TI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR : 196 /Kep. Bup/BKAD/ 2023 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  

RUMAH SINGGAH PASIEN PADA RSUD KH DAUD ARIF KUALA TUNGKAL  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang :  bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan barang milik 

daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung 

Jabung Barat Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik 
Daerah Rumah Singgah Pasien Pada RSUD KH Daud Arif Kuala 

Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2755); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 
14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 
 

    
    

    
    

 SALINAN 



    
    

    
    
    

    
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19); 
 

  9. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan 
Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 



 
    

    
    
    

  11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5); 
 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor                 
2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2018 Nomor 2); 
 

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 

600/55/DPU-PR/2023 Perihal Mohon Penetapan Status Pengguna 
Aset Tetap. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  
 

KESATU :  Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada RSUD 

KH Daud Arif Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 
 

KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan 
pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
 

KETIGA : RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas 

optimalisasi penggunaan barang milik daerah. 
 

KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam 

lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik 
daerah pada Pengguna Barang. 
 

KEENAM : Keputusan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di   Kuala Tungkal 

pada tanggal, 14 April 2023 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

 
                    ttd 

 
           ANWAR SADAT 

 

 
 

 
 

 
 


